
SALINAN

Menimbang :

Mengingat:

PERATURAN DAERAII I(ABTIPATEN BALAI{GAN
NOMOR 8 TAI{UN 2OL2

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAIIA ESA

BUPATI BALANGAN'

a. bahwa dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 28

Tahun 2AAg tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

daerah kabupaten Eiberl kewenangan untuk menetapkan
retribusi perizinan terhadap safaila pelayanan angkutan
penumpang umum milik perorangan atau badan;

b. bahwa ketertiban, keamartan, dan kelancaran arus moda

transportasi. bagi kepentingan umum dalam bentuk pelayanan

angkutan umum akan dapat terwujud dengan mengaturnya
dalam bentuk penetapan pada suatu atau beberapa trayek
tertentu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimaria dimaksud
d.alam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah Tentang Retribusi lzin Trayek;

1. Undang-Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang

Pembentukan ifubupatin Tanah Bumbu dan Kabupaten

Balangan di Provinsi frllntrrtan Selatan (Lembaran Negara

RepuUlik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 22' Tambahan

Leirbaran Negara Republik Indonesia Nomor a2651;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lemb.[^an Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 1)S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor4437),sebagaimanaterakhirdiubahdenganUndang-
Und.ang Nomor i2l tatrun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Und.ang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
pemerintahuri O""ruti (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OOB Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a8afi;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang Perimbangan

Keuangan antLa Pemerintalr Pusat dan Pemerintahan

Daerah(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2oo4
Nomor 126, Tambatran t,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2AO4 tentang Jalan

(Lemb&an NegLa Republik Indonesia Tahun 2oO4 Nomor

i32, T.*bah; Lembaran Negara Republik indonesia Nomor

4444\;

5'Und,ang-UndangNomor22Tah:urr2aogtentangLaiu.Lintas
dan Aiskuta, iaran (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

6. Und.ang-undang Nomor 28 Tahun 2ao9 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2ao9 Nomor 130, Tambahan Lembarart Negara

Repubiik Indonesia Nomor 50a9) ;

7. undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2AlL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a\;

B. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 1993 tentang
Angkuta:r Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
lgg3 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3527);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daera-h {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentartg

Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintatr,

Pemerintahan Daerah Provinsi daI1 Pemerintahan
Kabupate n I Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOT Nomor 8i,, Tambahan tembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47371;

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tatacara Pemberian Insentif dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 119'

fairfairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5161) ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 201i
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2}fi Nomor 69fl;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan
Pemerintah 6aerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah

Kabupaten Balangan Tahun 2oo8 Nomor a2, Tambahan
Lembaran Daerah kabupaten Balangan Nomor 43);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun

2OO8 tentang Pembentukan Organisasi Dry Tata Kerja

PerangkatDa-erahKabupatenBalangan(LembaranDaerah
Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan

Lembaran DaerJh Kabupaten Balangan Nomor 44l,

sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah

NomorlsTahun20lltentangPerubahanKeduaAtas
PeraturanDaerahKabupatenBalanganNomor03Tahun
2oostentangPembentukanOrganisasi'DanTataKerja
perangkat Dierah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah

Kabupaten Balalgan Tahun ZOLL Nomor 18);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 10

Tahun2oagtentangPokok-PokokPengelolaanKeuangan
Daerah ilembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2AA9



Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan

Nomor 55).

Dengan Persetujuan

DEWAI{ PERWAI(ILAIV RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAI{

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I
KETENTUAN T'II[I'M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ba1angan.

2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan'

3. Bupati adalah BuPati Balangan.

4. Dinas perhubungal Komunikasi dan Inforrnatika selanjutnya disebut Dinas

adalah Dinas Perl:.ubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan.

5. Kas Daerah adaiah Kas Daerah Kabupaten Balangan;

6. Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ketempat
lain dengan menggunakan kendaraan.

7. Angkutan Penumpang Umum adalatr kendaraan bermotor yang disediakan

unluk dipergunakan oieh umum dengan dipungut bayaran.

8. Angkutan Kota adalah angkutan dari suatu tempat ketempat lain dalam

*ifiyrf, kota dengan menggunakan mobil bus umum dan atau mobil

penumparg umum terkait dalam trayek tetap dan teratur'

9. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi

sebanyak-ba*i"k;a 8 (delepan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk
p"..g.*.rai baik dengafr maupun tanpa perlengkapan pengangkat bagasi.

10. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa

angkutan o.u11g "t"u 
barang dengan kendaraan umum dijalan.

11. Kendaraan bermotor ada-lah kendaraan yang digerakkal oleh peralatan teknik
yaJtg berada Pada kendaraan itu'

12. Peruntukan kendaraan bermotor adalah peruntukan bagi kendaraan bermotor
- yang akan dioperasikan di jalan harus sesuai dengan ra-ncangan teknis

penggunaannya.

13.Terminal ad.atah prasaralla transportasi jalan untuk keperluan tt"*us1 dail

menurunk* or".rg atau barang serta mengatur kedatangan pemberangkatan

kendaraan umum yang merdpakan safah satu wujud simpul jaringan

transPortasi.

14. Trayek adalah lintasan kendaraan Llmum untuk pelayanan jasa angkutan

dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai



asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal maupun tidak

terjadwal dalam wilaYah Daerah.

15. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu

kesatuan jaringan pelayanan ang]<utan orang.

16.Iztn Trayek adalah Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk
menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada atau beberapa

trayek tertentu termasuk angkutan taksi.

17. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk
dipirgunakan oleh umum mengangkut orang untu,k keperluan khusus atau
untuk mengangkut barang-barang khusus.

18. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan pemerintah daerah
dalam rangka perizinan tertentu kepada orang pribadi atau badan yang

dimaksud untuk pembinaal, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas

kegiatan pemasfaatan ruang terlentu guna melindungi kepentingan umum
dan menjaga kelestarian lingkungan.

1g. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran

atas pemberian izin liepida orang pribadi atau badan untuk menyediakan
angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa Trayek tertentu dalam

wilayah Daerah.

20. WAiib Retribusi adalah orartg pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perlndang-undangan retribusi diwajibkan untuk meiakukan pembayaran

ietribusi, termasuk pemungqt atau pemotong retribusi tertentu.

21. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat
SpORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan
data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang

terutang menurut peraturan perUndang-Undangan retribusi daerah'

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat sKRD adalah

surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhitung'

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerali Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat 5KiTDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas
jumlah retribusi yang ditetapkan.

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adatah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi
yang terutang atau tidak seharusnya terutang'

25, Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat
keputusan untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa denda.

26. Surat Keputusan Keberatal adalah surat keputusan atas keberatan terhadap

SKRD atau dokumen iain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang

diqjukan oleh wqjib retribusi.

27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan

mengelola data dan atau ketetrttgul dalam rangka pengawasan kepatuhan

pemJnuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan dan perUndang-

Undangan retribusi daerah.

28. Kartu Pengawasan (KP) adalah suatu kartu yang dikeluarkan. oleh Bupati

melalui Kepala Dinas 
.Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika terhadap

kendaraan bermotor yang telah mendapat izin ttayek'

29. Pengawasal adalah kegiatan pemantluan, penilaian dan tindakan kolektif

terhi.dap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Ja1an.

30. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian

tindakan yang dltai<ukan oleh Penyidit< Regawai Negeri Sipil yang selanjutnya



disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

bukti itu membuat terang terang tindak pidana di bidang retribusi daerah

yang terjadi serta menemukan tersangka'

BAB II
K TENTUAN JARINGAN TRAYEK

Pasal 2

Setiap pelayanan angkutan penumpang umum di daerah dilaksanakan dalam

jaringan traYek.

Pasal 3

(1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud datam Pasal 6 ditetapkan oleh

Bupati atas risul Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika'

(2\ Usulan penataan jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan rnemperhatikan :

a. kebutuhan angkutan;
b. kelas jalan;
c. tingkat Pe1aYanan jalan;
d. jenis PelaYanan angkutan; dan
e. rencana umum tata ruang.

Pasal 4

(1) Setiap angkutan Penumpang umum
melayani trayek-trayek lain dengal
trayek yang ditentukan.

Dalam hal keadaan tertentu Yang
melalui dinas daPat memberikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

tidak diperbolehkan mengambil atau
membawa penumPang umum selain

menyangkut masalah teknik, BuPati
pengecualian terhadaP ketentuant2)

BAB III
KTTTNTUAI{ IZIN TRAYEK

Pasal 5
(1) Setiap orang pribadi atau badan yang m9]akukan kegiatan usaha angkutan

umum dalarrrwilayah daerah waji6 mEmitki izin trayek dari Bupati'

{2\ lzin trayeksebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pelayanan dalam

bentuk:
a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek ;

dan/atau
b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek'

Angkutan orang d"engan kendaraan bermotor umum dalam trayek

;;&#*ana diriat<sudlada ayat (1), adalah angkutan perdesaan dan/atau

,ng}*turr perkotaan dalam wilayah daerah'

Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat t2) huruf a, adalah

angkutan pedesaan O#7atau angkutan perkotaan dalam wilayah kabupaten

dengan kriteria :

a. memiliki rute tetap dan teratur ; dan
b. menaika, dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan'

ts)

(4)


